
 

 
 

 
 

 

BUPATI PINRANG 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG 

NOMOR 7 TAHUN 2016            

 
TENTANG 

 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG 

TAHUN ANGGARAN 2017 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PINRANG, 
 

Menimbang 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Mengingat 
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b. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

c. 
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2. 
 

 
 

 
 
 

 

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 
 

bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Menteri  Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2017; 
 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang  Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang 
Tahun Anggaran 2017. 

 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor  74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340);  

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan  

Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4575); 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 
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Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 

Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan 
Ketetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh 

Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5179); 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 
2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2005 Nomor 1) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 

Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pinrang Tahun 2015 Nomor 8); 

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4); 
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang 3 Tahun 2016 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 
Pinrang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta 

Sawitto (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 
2016 Nomor 3); 
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 
2016 Nomor 6); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG  

 
dan 

 

BUPATI PINRANG 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
PINRANG TAHUN ANGGARAN 2017. 

 
 

 
 

27. Peraturan Daerah …………….. 



 
 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang 
Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut : 

a.  Pendapatan Daerah 1.147.233.815.681,00 
b.  Belanja Daerah  1.176.120.988.281,00 
  Defisit (28.887.172.600,00) 

c. Pembiayaan Daerah : 

1. Penerimaan    28.887.172.600,00 
2. Pengeluaran                               0,00 

 

 Pembiayaan Neto   28.887.172.600,00 
 

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun   
Berkenaan (SILPA) 0,00 

 

Pasal 2 
(1)  Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

huruf a terdiri dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah 

sejumlah Rp. 104.546.048.492,00 

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 927.737.779.000,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah 
yang sah sejumlah 

Rp. 114.949.988.189,00 

(2)  Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1)   huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah  Rp.  19.097.700.000,00 

b. Retribusi Daerah  Rp.    3.613.536.000,00 

c. Pengelolaan Kekayaan 
Daerah Yang Dipisahkan 

Rp.  10.224.012.492,00 

d. Lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah Yang Sah 

Rp.  71.610.800.000,00 

(3)  Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri dari jenis Pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil                  Rp.   20.677.218.000,00 

b. Dana Alokasi Umum           Rp. 702.399.157.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus         Rp. 204.661.404.000,00 

(4)  Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Pendapatan Hibah Rp.    3.079.132.570,00 

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari 

Provinsi dan Pemerintah 
Daerah Lainnya sejumlah Rp.  36.153.800.000,00 

c. Bantuan Keuangan dari 

Provinsi atau Pemerintah 
Daerah Lainnya sejumlah 

 

 
Rp.   11.309.462.619,00 

d. Dana Transfer Lainnya  Rp.   64.407.593.000,00 

Pasal 3 

(1)  Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 
b terdiri dari : 
a. Belanja Tidak Langsung   Rp. 712.794.073.920,00 

b. Belanja Langsung             Rp. 463.326.914.361,00 
 

 
 
 

(-) 



 
 

(2)  Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai Rp. 617.513.531.220,00 

b. Belanja Hibah Rp.   11.093.200.000,00 
c. Belanja Bantuan Sosial Rp.        650.000.000,00 
d. Belanja Bantuan Keuangan Rp.   81.037.342.700,00 

e. Belanja Tidak Terduga  Rp.     2.500.000.000,00 
(3)  Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai Rp.   32.819.070.048,00 
b. Belanja Barang dan Jasa  Rp. 264.361.935.345,00 

c. Belanja Modal                   Rp. 166.145.908.968,00 
 

Pasal 4 

(1)  Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
huruf c terdiri dari : 

a. Penerimaan Pembiayaan 

Daerah sejumlah  

 
Rp.   28.887.172.600,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan 
Daerah sejumlah 

 
Rp.                         0,00 

 
(2)  Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 
sebelumnya Rp.   28.887.172.600,00 

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah                       
Rp. 0,00 

(3)  Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis pembiayaan : 
a. Penyertaan Modal/Investasi  
      Pemerintah Daerah sejumlah         Rp. 0,00 

b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah   Rp. 0,00 
 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 
1. Lampiran I   : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah ; 
2. Lampiran II   : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD; 
3. Lampiran III   : Rincian APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV   : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan 

Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan 
Kegiatan; 

5. Lampiran V   : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam 

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
 
 

 
 
 



 
 

6. Lampiran VI   : Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan 

Perjabatan; 
7. Lampiran VII   : Daftar Piutang Daerah; 

8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal; 
9. Lampiran IX   : Daftar Perkiraan Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

10. Lampiran X   : Daftar Perkiraan Penambahan dan 
Pengurangan Aset Lainnya; 

11. Lampiran XI.1: Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya 
Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan 
kembali dalam Tahun Anggaran ini; 

12. Lampiran XI.2: Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya 
Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan 
Kembali Dalam Tahun Ini; 

13. Lampiran XII   : Daftar Dana Cadangan;  
14. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah. 

 
Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan 
Operasional Pelaksanaan APBD. 

 
Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang. 

 
 

 Ditetapkan di Pinrang 
 pada tanggal      Desember 2016 
 

 BUPATI PINRANG, 
 

 
 
 ASLAM PATONANGI 

 
 

Diundangkan di Pinrang 

pada tanggal     Desember 2016 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, 
 
 

 
 SYARIFUDDIN SIDE 
 

 
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016 NOMOR     

 
 
 

 
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI 

SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.9.269.16 
 
 

 



 
 

 

 
 


